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A. LATAR BELAKANG MASALAH 
Dewasa ini banyak usaha yang makin berkembang, hal ini didukung 
dengan adanya angka pertumbuhan kegiatan usaha di berbagai sektor di Kota 
Kediri sekitar 3 triliun rupiah di tahun 2009 (http://www.antarajatim.com). 
Semakin berkembangnya suatu kegiatan perekonomian atau perkembangan 
suatu kegiatan usaha dari suatu perusahaan, maka akan dirasakan perlu adanya 
sumber-sumber untuk penyediaan dana guna membiayai kegiatan usaha yang 
semakin berkembang tersebut (Muljono: 1987), bagi industri perbankan hal ini 
merupakan hal yang sangat menguntungkan, kredit sebagai salah satu sumber 
dana yang penting bagi setiap jenis kegiatan usaha dapat memicu kenaikan 
volume permintaan dana  oleh masyarakat. 
Meskipun dalam penyaluran kreditnya, bank harus tetap berhati-hati, 
sebab menurut Muljono (1987)  masalah perkreditan bersifat “Kausuasistis” 
artinya masalah yang ada pada satu debitur akan berbeda dengan debitur 
lainnya, dari kondisi tersebut maka aparat perbankan dituntut harus 
mempunyai daya analistis yang cukup tajam dan secara cepat harus mampu 
pula mengadakan identifikasi dari permasalahan yang dihadapi para 
nasabahnya, karena apabila tidak maka kredit tersebut dapat bermasalah 
bahkan dapat merugikan bank. 
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Sikap kehati-hatian bank tersebut sesuai dengan penjelasan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 2 bahwa “Prinsip kehati-hatian (prudent 
banking principle) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa 
bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-
hati (prudent) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan 
padanya” (Rachmadi Usman: 2001). 
Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa setiap bank diwajibkan pula 
memelihara kesehatannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku 
dan wajib melakukan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian (Pasal 29 ayat 2 
UU No. 10 Tahun 1998 jo Pasal 25 UU No 23 Tahun 1999) 
(http://adln.lib.unair.ac.id). Hal ini sebagai perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1992  tentang Perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam 
melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan 
prinsip kehati-hatian.  
Pemberian kredit secara sehat bertujuan agar kredit yang diberikan 
dapat diberikan secara konsisten dan bedasar asas-asas perkreditan yang sehat, 
sehingga setiap bank wajib membuat kebijakan tertulis sebagai pedoman 
dalam penyaluran kreditnya. Asas-asas perkreditan yang sehat tercermin dari 
penerapan prinsip kehati-hatian yang memuat kebijaksanaan pokok 
perkreditan, tata cara dan prosedur penilaian kualitas kredit profesionalisme, 
dan integritas pejabat perkreditan. Kebijakan pokok perkreditan mencakup 
prosedur pemberian kredit yang sehat, prosedur penyelesaian kredit 
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bermasalah, dan prosedur penghentian penagihan kredit yang telah dihapus 
bukukan. 
Lembaga Keuangan Bank yang baik adalah bank yang dalam 
penyaluran kreditnya telah mengaplikasikan prinsip kehati-hatian (prudential 
principle) yang di dalamnya memuat kebijakan pokok perkreditan, hal ini 
sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 
Maret 1995. Hal inilah yang dilakukan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) 
Cabang Kediri untuk mengelola penyaluran kreditnya pada nasabah dan 
sebagai agen pembangunan lewat pelayanan KPR. Oleh karena itu, penulis 
mengambil judul “ANALISIS PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN 
TERHADAP  PEMBERIAN PUTUSAN KREDIT PERUMAHAN 
RAKYAT (KPR) SUBSIDI BANK TABUNGAN NEGARA KANTOR 
CABANG KEDIRI (Studi kasus penyaluran KPR BTN bulan Februari 
2010)”. 
 
B. RUMUSAN MASALAH 
1. Mengapa penerapan prinsip kehati-hatian pada PT. Bank Tabungan 
Negara (Persero) Cabang Kediri dalam pemberian putusan kreditnya perlu 
dilakukan? 
2. Bagaimana proses penerapan prinsip kehati-hatian pada PT. Bank 





C. TUJUAN PENULISAN 
Penulisan Tugas Akhir ini mempunyai beberapa tujuan antara lain:  
1. Supaya kredit yang disalurkan dapat berjalan secara konsisten tanpa 
terkendala kredit macet dan kredit yang diberikan dapat tepat sasaran. 
2. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran krdit dapat dilihat dari 
beberapa tahap, dimulai dengan tahap prakarsa dan permohonan kredit, 
analisis kredit, serta diakhiri dengan negosiasi kredit. 
 
D. MANFAAT PENULISAN 
Penulisan Tugas Akhir ini mempunyai beberapa kegunaan antara lain: 
1. Bagi Penulis 
Menambah wawasan dan pengalaman mengenai implementasi prinsip 
kehati-hatian dalam penyaluran kredit. 
2. Bagi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Kediri 
Merupakan bahan koreksi untuk meningkatkan fungsi dan kegiatan usaha 
kreditnya. 
3. Bagi Program Studi Keuangan Perbankan  Fakultas Ekonomi Universitas 
Sebelas Maret Surakarta 
Sebagai tambahan informasi dan referensi khususnya bagi mahasiswa 






E. METODE PENELITIAN 
1. Desain Penelitian 
Pada pendekatan ini, penulis membuat suatu gambaran kompleks, 
meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan 
melakukan studi pada situasi yang alami (Creswell, 1998:15). Bogdan dan 
Taylor (Moleong, 2007:3) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif 
merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 
kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang 
diamati.  
Desain survey dilakukan dengan Studi kasus. Penelitian studi kasus 
adalah studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan 
terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam, dan menyertakan 
berbagai sumber informasi. Penelitian ini dibatasi oleh waktu dan tempat, 
dan kasus yang dipelajari berupa program, peristiwa, aktivitas, atau 
individu. 
2. Obyek Penelitian 
Penelitian dilaksanakan di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) 
Cabang Kediri yang berlokasi di jalan Diponegoro no. 22 – 24 Kediri. 
3. Jenis Data 
a. Data Primer 
Merupakan data/keterangan yang diperoleh secara langsung dari 
sumber dimana penelitian berlangsung. Dalam hal ini di PT. Bank 
Tabungan Negara (Persero) Cabang Kediri. 
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b. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. 
4. Teknik pengumpulan data 
a. Observasi 
Maksudnya adalah cara bagaimana melakukan pengamatan, artinya 
mengamati, melihat, meninjau atau mengawasi dalam mengumpulkan 
data-data yang diperlukan. 
b. Wawancara 
Wawancara merupakan alat re-cheking atau pembuktian terhadap 
informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Tehnik 
wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah 
wawancara mendalam.  
Wawancara mendalam (in–depth interview) adalah proses 
memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya 
jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan 
atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan 
pedoman (guide) wawancara, di mana pewawancara dan informan 
terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. 
c. Studi Pustaka 
Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang 
berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah 
berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan, dan sebagainya. Sifat 
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utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi 
peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi 
























A. DEFINISI KREDIT 
Kegiatan perekonomian atau kegiatan usaha dalam sebuah perusahaan, 
akan berkembang dengan baik bila didukung dengan adanya sumber-sumber 
penyediaan dana guna membiayai kegiatan usaha supaya semakin bertumbuh 
dan berkembang, bagi industri perbankan hal ini merupakan hal yang sangat 
menguntungkan, karena bank dapat menyalurkan kredit. Adapun pengertian 
kredit berbeda-beda sesuai dengan para ahli : 
1. Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk 
melakukan pembayaran pada waktu yang diminta, atau pada waktu yang 
akan datang, karena penyerahaan barang-barang sekarang (Raymond P. 
Kent dalam S. Thomas: 2003). 
2. Kredit yang merupakan penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat 
yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-
meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam 
berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 
jumlah bunga yang telah ditetapkan dalam perjanjian (Reksoprayitno: 
1992). 
Penawaran kredit yang dilakukan oleh bank untuk proses pembiayaan 
merupakan awal dari terbentuknya perjanjian kredit, hal ini berarti bahwa 
telah terjadi perjanjian pinjam meminjam uang antara bank sebagai kreditur 
dengan pengusaha atau masyarakat sebagai debitur. 
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Perjanjian kredit yang terjalin diantara kreditor dan debitor, seperti 
yang dimaksudkan di atas, merupakan perjanjian pokok yang bersifat riil yang 
berarti terjadinya perjanjian kredit, hal ini ditandai dengan penyerahan uang 
dari kreditur kepada debitur. Perjanjian kredit bank adalah perjanjian 
penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil pemufakatan 
antara pemberi dan penerima pinjaman. Dalam rangka menyalurkan kredit 
guna pembiayaan, maka sebelumnya bank harus memiliki keyakinan, bahwa 
kredit yang dipinjamkan dapat dikembalikan oleh debitur, sesuai perjanjian 
kredit yang telah diketahui bersama. 
Faktor keyakinan bank sebagai unsur kehati-hatian bank dalam 
memberikan kredit, dapat diperoleh dari penilaian bank terhadap debitur. Hal 
ini dapat dilakukan dengan cara menerapkan kriteria-kriteria yang telah 
menjadi standar dalam dunia perbankan (http://hukumpositif.com/blog/5). 
 
B. DEFINISI PRINSIP KEHATI-HATIAN 
Pada prinsipnya bank merupakan badan usaha yang memiliki 
karakteristik khusus dibandingkan dengan badan usaha pada umumnya. 
Sebagai lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari 
masyarakat dan kemudian menyalurkannya pada masyarakat yang 
membutuhkan dana, bank berkewajiban untuk lebih mengutamakan 
kepentingan nasabah penyimpan dana serta memelihara kepercayaan yang 
telah diberikan oleh masyarakat. 
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Selain itu, setiap bank diwajibkan pula memelihara kesehatannya 
sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan usaha 
berdasarkan prinsip kehati-hatian (Pasal 29 ayat 2 UU No. 10 Tahun 1998 jo 
Pasal 25 UU No 23 Tahun 1999). Mengingat bank beropersi dengan dana 
yang dihimpun dan dibangun dari masyarakat atas dasar kepercayaan, maka 
setiap bank perlu terus secara berkesinambungan menjaga kesehatannya, 
sehingga selalu dalam keadaan likuid dan solven serta selain dapat 
memelihara kepercayaan masyarakat kepadanya (http://adln.lib.unair.ac.id). 
Menurut Mudrajad (2002), definisi prinsip / asas kehati-hatian sendiri 
adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi 
dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka 
melindungi dana masyarakat yang dipercayakan masyarakat kepadanya. 
Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan kadar kepercayaan 
masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga rnasyarakat bersedia 
dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank.  
Penerapan prinsip kehati-hatian dan asas-asas yang berlaku di dunia 
perbankan sebenarnya ditujukan untuk menghindari sistem keuangan tidak 
bekerja dengan baik, karena apabila sistem keuangan tidak dapat lagi berjalan 
secara optimal, maka berakibat pada perekonomian menjadi tidak efisien 





C. UNSUR PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PROSES PEMBERIAN 
PUTUSAN KREDIT 
Menurut Mudrajad S. K (2002), kebijaksanaan pokok perkreditan ini 
mencakup prosedur pemberian kredit yang sehat, prosedur penyelesaian kredit 
bemasalah, dan prosedur penghentian penagihan kredit yang telah 
dihapusbukukan. 
Prosedur Pemberian Kredit Yang Sehat 
Prosedur pemberian kredit yang sehat adalah upaya bank dalam 
mengurangi risiko dalam pemberian kredit, yang dimulai dengan tahap 
penyusunan perencanaan perkreditan, dilanjutkan dengan proses pemberian 
putusan kredit (prakarsa, analisis dan evaluasi, negosiasi, rekomendasi dan 
pemberian putusan kredit), penyusunan perjanjian kredit, dokumentasi dan 
administrasi kredit, persetujuan pencairan kredit serta pengawasan dan 
pembinaan kredit. 
a) Ketika penyusunan perencanaan perkreditan tersebut dilakukan, maka 
bank harus melakukan riset pasar dan dipadukan dengan 
pengalamannya selama memberikan kredit, sehingga diperoleh 
pedoman pasar sasaran yang akan dimasuki (target marker), kriteria 
calon nasabah yang dapay dilayani, serta penyusunan besarnya target 
ekspansi kredit. 
b) Proses pemberian putusan kredit meliputi : prakarsa kredit dan 
permohonan kredit, analisis dan evaluasi kredit, negosiasi kredit, 
rekomendasi pemberian putusan kredit, perjanjian kredit, dokumentasi 
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dan administrasi kredit, persetujuan pencairan kredit, dan pengawasan 
kredit (monitoring) harus memperhatikan risiko yang mungkin timbul 
dan upaya-upaya perlindungan yang perlu dilakukan, aspek-aspek 
hukum yang memperkuat posisi bank serta mencari berbagai alternatif 
penyelamatan pengembalian kredit. 
c) Apabila terjadi kredit bermasalah, maka bank harus melakukan upaya-
upaya dalam mengatasi kredit bermasalah sampai tidak ada alternatif 
lainnya, serta melakukan penghapusan kredit dan pengelolaan kredit 
yang telah dihapusbukukan (ekstra komtabel). Dalam penyelamatan 
kredit bermasalah tersebut dilakukan dengan cara 3 R (rescheduling, 
reconditioning, restucturing). Namun bila tidak dapat diselesaikan 
dengan cara-cara 3 R dilakukan penyelesaian dengan cara : penagihan 
secara damai dan penagihan melalui hukum (Badan Usaha Piutang dan 
Lelang Negara / BUPLN atau Pengadilan Negeri). 
d) Apabila segala upaya yang telah dilakukandalam rangka penyelesaian 
kredit macet sudah dilakukan, namun tidak membawa hasil sesuai 
yang diharapkan, maka kredit tersebut dapat dihapus bukukan dari 
pembukuan bank. Apabila setelah penghapus bukuan inipun segala 
upaya yang dilakukan untuk penyelesaian terhadap kredit-kredit yang 
telah dihapus bukukan tidak membawa hasil, maka kredit dapat 
dihentikan penagihannya. Dengan demikian segala kegiatan yang 
berhubungan dengan perjanjian pinjam-meminjam dengan nasabah 
tersebut dihapus secara sepihak oleh bank. 
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Sesuai dengan prosedur pemberian kredit yang sehat, maka proses 
pemberian putusan kredit terbagi dalam beberapa tahap, antara lain : 
a. Prakarsa dan Permohonan Kredit 
Kegiatan pada tahap ini antara lain adalah penerimaan permohonan 
kredit oleh nasabah. Permohonan kedit harus dilakukan secara tertulis dan 
menggunakan format yang telah ditentukan olehh bank yang memuat 
informasi lengkap mengenai kondisi calon nasabah termasuk riwayat 
kreditnya pada bank lain. Atas permohonan tersebut bank akan melakukan 
penelitian apakah permohonan tersebut bank akan melakukan penelitian 
apakah permohonan tersebut diterima atau ditolak, yang mencakup 
ketentuan apakah usaha nasabah tersebut termasuk pasar sasaran (target 
market) yang telah ditetapkan, apakah nasabah tersebut masuk dalam 
kelompok nasabah yang dapat dilayanai dan apakah nasabah tersebut 
termasuk dalam rencana kerja pemasaran. 
Jika pengajuan kredit tersebut disetujui oleh bank maka 
penganalisis kredit kemudian melakukan kegiatan pencarian informasi 
selengkap-lengkapnya dari berbagai sumber mengenai pemohon kredit. 
Penganalisis-an ini dapat dilakukan dengan memakai prinsip 5 C, yaitu 







b. Analisis dan Evaluasi Kredit 
Analisis dan evaluasi ini disesuaikan dengan jenis kreditnya, di dalamnya 
mencakup :  
1. Identitas Pemohon, antara lain: nama pemohon, domisili, bentuk 
usaha, jenis usaha, dan sebagainya. Informasi mengenai identitas ini 
dimaksudkan untuk melihat gambaran awal tentang penanggung jawab 
utama atas pengelolaan perusahaan, serta keabsahan operasi 
perusahaan. 
2. Tujuan Permohonan Kredit, mencakup : jumlah kredit, obyek yang 
dibiayai, jangka waktu kredit, dan alasan kebutuhan kredit. Informasi 
mengenai tujuan kredit ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran 
bahwa kredit tersebut benar-benar dipergunakan untuk membiayai 
usaha, bukan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif atau spekulatif. 
3. Riwayat Hubungan Bisnis dengan Bank, mencakup : saat mulai, 
bidang hubungan bisnis, nilai transaksi bisnis, kualitas hubungan 
bisnis, dan jumlah total nilai hubungan bisnis. 
4. Analisis 5 C Kredit, meliputi analisis watak, analisis kemampuan, 
analisis modal, analisis kondisi/prospek usaha, dan analisis agunan 
kredit. 
4. 1. Analisis watak (character) bertujuan untuk mendapatkan 
gambaran akan kemauan membayar dari pemohon,, mencakup 
perilaku pemohon sebelum dan selama permohonan kredit 
diajukan. Pemohon kredit yang berperilaku selalu mendesak 
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pencairan kredit dengan disertai janji-janji pemberian hadiah 
pada umumnya diragukan kemauannya dalam melunasi kredit. 
4. 2. Analisis kemampuan (capacity) dilakukan dengan tujuan untuk 
mengukur tingkat kemampuan mengembalikan kredit dari usaha 
yang dibiayai (the first way out), mencakup aspek manajemen 
(kemampuan mengelola perusahaan), aspek produksi 
(kemampuan berproduksi secara berkesinambungan), aspek 
pemasaran (kemampuan memasarkan hasil produksi), aspek 
personalia (kemampuan tenaga kerja dalam mendukung 
aktivitas perusahaan), dan aspek finansial (kemampuan 
menghasilkan laba). 
4. 3. Analisis modal (capital) bertujuan untuk mengukur kemampuan 
pemohon dalam menyediakan modal sendiri (own share), yang 
mencakup : besrar dan komposisi modal, perkembangan laba 
usaha selama tiga periode sebelumnya, angka rasio 
perbandinagn antara utang dan modal sendiri (Debt Equity 
Ratio/DER) dan perkembangan naik turunnya harga saham (bagi 
perusahaan yang telah go public. 
4. 4. Analisis prospek usaha (condition) bertujuan utnuk mengetahui 
prospektif atau tidaknya suatu usaha yang akan dibiayai, yang 
meliputi siklus bisnis mulai dari bahan baku (pemasok), 
pengolahan, dan pemasaran (pembeli). Dalam pemasaran 
tersebut harus diperhatikan pula kondisi persaingan dari produk 
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bersangkutan, barang subtitusi yang beredar di pasar, potensi 
calon pesaing, dan peraturan pemerintah. 
4. 5. Analisis agunan (collateral) bertujuan untuk mengetahui 
besarnya nilai agunan yang dapat dipergukana sebagai alat 
pengaman lapis kedua (the second way out) bagi bank dalam 
setiap pemberian kredit apabila kredit yang diberikan menjadi 
bermasalah.  
 
Perhitungan Kebutuhan Kredit 
 Perhitungan kebutuhan kredit dimaksudkan untuk mengetahui 
secara pasti kredit yang benar-benar dibutuhkan oleh pemohon, hal ini 
dimaksudkan agar tidak terjadi kelebihan kredit yang penggunaannya 
diluar usaha atau terjadi kekurangan kredit sehingga usaha tidak berjalan. 
Apabila dipandang perlu untuk mengetahui kepastian kredit yang 
dibutuhkan pemohon, bank dapat meminta studi kelayakan yang dibuat 
oleh konsultan atas beban biaya permohonan. Perhitungan kebutuhan 
kredit disesuaikan dengan jenis kredit masing-masing. 
 
c. Negosiasi Kredit 
Setelah kegiatan pengumpulan informasi, analisis kredit dan 
kebutuhan besarnya kredit telah dilakukan, langkah berikutnya adalah 
melakukan negosiasi dengan calon nasabah. Dalam melakukan negosiasi 
tersebut hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut: 
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Negosiasi, adalah diskusi tentang suatu permasalahan kredit yang 
terjadi antara pihak bank dengan pemohon, dalam rangka mencapai 
kesepakatan mengenai penyusunan arus kas nasabah, kelengkapan 
dokumen, struktur dan tipe kredit serta syarat-syarat kredit yang harus 
dipenuhi pemohon. 
Negosiasi dapat dilakukan oleh seluruh pejabat kredit sesuai 
dengan kepentingannya yang terlebih dahulu melakukan pembahasan hasil 
analisis kredit. Pejabat yang melakukan negosiasi harus tetap 
mengutamakan kepentingan bank dan keinginannya untuk memberikan 
pelayanan yang memuaskan kepada pemohon. 
Hasil negosiasi yang dilakukan oleh setiap pejabat kredit harus 
dituangkan dalam suatu laporan tertulis serta merupakan salah satu 
kelengkapan paket kredit. Selama berlangsungnya negosiasi, pejabat bank 
yang melakukan negosiasi tidak diperkenankan memberikan janji-janji 
kepada pemohon bahwa kreditnya akan disetuui. Keputusan tentang 
diterima tidaknya suatu permohonan kredit berada ditangan Pejabat 
Pemutus Kredit. 
 
d. Dokumentasi dan Administrasi Kredit 
Dokumentasi kredit adalah seluruh dokumen yang diperlukan 
dalam rangka pemberian kredit yang merupakan bukti perjanjian /ikatan 
hukum antara bank dengan nasabah kredit dan bukti kepemilikan barang 
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agunan serta dokumen-dokumen perkreditan lainnya yang merupakan 
perbuatan hukum atau mempunyai akibat hukum. 
Administrasi kredit bertujuan untuk mendukung langkah-langkah 
pembianaan atas perkembangan kredit yang telah diberikan atau 
perkembangan usaha nasabah dan pengawasan kredit. Administrasi kredit 






















A. DESKRIPSI INSTANSI/PERUSAHAAN 
1. Sejarah Singkat Bank BTN 
Bermaksud untuk mendidik masyarakat agar gemar menabung, 
Pemerintah Hindia Belanda melalui Koninklijik Besluit No. 27 tanggal 16 
Oktober 1897 mendirikan POSTPAARBANK, yang kemudian terus hidup 
dan berkembang serta tercatat hingga tahun 1939 telah memiliki 4 (empat) 
cabang yaitu Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Pada tahun 1940 
kegiatannya terganggu, sebagai akibat penyerbuan Jerman atas Netherland 
yang mengakibatkan penarikan tabungan besar-besaran dalam waktu yang 
relatif singkat (rush). Namun demikian keadaan keuangan Postpaarbank 
pulih kembali pada tahun 1941. 
Tahun 1942 Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada 
Pemerintah Jepang. Jepang membekukan kegiatan Postpaarbank dan 
mendirikan TYOKIN KYOKU, sebuah bank yang bertujuan untuk 
menarik dana masyarakat melalui tabungan. Tyokin Kyoku hanya 
mendirikan satu cabang yaitu cabang Yogyakarta. 
Proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 telah memeberikan 
inspirasi kepada Bapak Darmosoesanto untuk memprakarsai pengambilan 
Tyokin Kyoku dari Pemerintah Jepang ke Pemerintah R. I. dan terjadilah 
penggantian nama menjadi KANTOR TABUNGAN POS. Bapak 
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Darmosoesanto ditetapkan oleh Pemerintah RI menjadi Direktur yang 
pertama. Tugas pertama Kantor Tabungan Pos adalah melakukan 
penukaran uang Jepang dengan Oeang Repoeblik Indonesia (ORI). Tetapi 
kegiatan Kantor Tabungan Pos tidak berumur panjang, karena agresi 
Belanda (Desember 1946) mengakibatkan didudukinya semua kantor, 
termasuk kantor cabang dari Kantor Tabungan Pos hingga tahun 1949. 
Saat Kantor Tabungan Pos dibuka kembali (1949), nama Kantor Tabungan 
Pos diganti menjadi BANK TABUNGAN RI. Sejak kelahirannya dan 
sampai berubah nama Bank Tabungan Pos RI, lembaga ini bernaung 
dibawah Kementerian Perhubungan. 
Banyak kejadian bernilai sejarah sejak tahun 1950, tetapi yang 
substansif bagi sejarah BTN adalah dikeluarkannya UU darurat No. 9 th. 
1950 tanggal 9 Februari 1950 yang mengubah nama “POSTPAARBANK” 
berdasarkan staatsblat No. 295 th. 1941 menjadi BANK TABUNGAN 
POS menurut Undang-undang Darurat tersebut dikukuhkan dengan UU 
No. 36 th. 1953 tanggal 18 Desember 1953. Perubahan nama dari Bank 
Tabungan Pos menjadi BANK TABUNGAN NEGARA didasarkan pada 
PERPU No. 4 th. 1964 tanggal 25 Mei 1964. 
Penegasan status Bank Tabungan Negara sebagai bank milik 
negara ditetapkan dengan UU No. 20 th. 1968 tanggal 19 Desember 1968 
yang sebelumnya (sejak th. 1964) Bank Tabungan Negara menjadi BNI 
unit V. Jika tugas utama saat pendirian Postpaarbank (1897) sampai 
dengan Bank Tabungan Negara (1968) adalah bergerak dalam lingkup 
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penghimpunan dana masyarakat melalui tabungan, maka sejak tahun 1974 
Bank Tabungan Negara ditambah tugasnya yaitu memberikan pelayanan 
KPR dan untuk pertama kalinya penyaluran KPR terjadi pada tanggal 10 
Desember 1976, karena itulah tanggal 10 Desember diperingati sebagai 
hari KPR bagi BTN. 
Bentuk hukum BTN mengalami perubahan pada th. 1992, yaitu 
dengan dikeluarkannya PP No. 24 th. 1992 tanggal 29 April 1992 yang 
merupakan pelaksanaan dari UU No. 7 th. 1992 bentuk hukum BTN 
menjadi Perusahaan Perseroan. Sejak itu nama BTN menjadi PT. Bank 
Tabungan Negara (Persero) dengan call name Bank BTN. Berdasarkan 
kajian konsultan independent, Price Waterhouse Coopers, Pemerintah 
melalui Menteri BUMN dalam surat nomor S-554/M-MBU/2002 tanggal 
21 Agustus 2002 memutuskan Bank BTN sebagai Bank Umum dengan 
fokus bisnis perumahan tanpa subsidi. ( Peraturan Intern Bank BTN 
Cabang Kediri, 2010). 
2. Visi  
Menjadi bank yang terkemuka dalam pembiayaan perumahan dan 
mengutamakan kepuasan nasabah. 
3. Misi  
3. 1. Memberikan pelayanan unggul dalam pembiayaan perumahan dan 




3. 2. Menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang 
berkualitas dan profesional serta memiliki integritas yang tinggi.  
3. 3. Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi 
berkelanjutan sesuai dengankebutuhan nasabah. 
3. 4. Melaksanakan manajemen perbankan yang sehat sesuai dengan 
prinsip kehati-hatian dan Good Corporate Governance untuk 
meningkatkan Shareholder Value. 
3. 5. Mempedulikan kepentingan masyarakat dan lingkungannya.   
4. Nilai-Nilai Dasar 
Nilai-nilai dasar yang dianut oleh jajaran Bank BTN untuk mewujudkan 
Visi dan melaksanakan Misi Bank BTN adalah sebagai berikut : 
4. 1. Sebagai orang yang beriman dan bertaqwa, pegawai Bank BTN taat 
melaksanakan ajaran agama masing-masing secara khusuk. 
4. 2. Pegawai Bank BTN selalu berusaha untuk menimba ilmu guna 
meningkatkan pengetahuan dan ketrampilannya demi kemajuan 
Bank BTN. 
4. 3. Pegawai Bank BTN mengutamakn kerjasama dalam melaksanakan 
tugas untuk mencapai tujuan Bank BTN dengan kinerja yang 
terbaik. 
4. 4. Pegawai Bank BTN selalu memberikan yang terbaik secara ikhlas 
bagi Bank BTN dan semua stakeholders, sebagai perwujudan dari 




4. 5. Pegawai Bank BTN selalu bekerja secara  profesional yang 
kompeten dalam bidang tugasnya. 
4. 6. Pedoman untuk semua pegawai Bank BTN: 
4. 7. Kita layani secara ikhlas, sopan, dan santun semua langganan Bank 
BTN dengan senyum, salam, dan sapa. 
4. 8. Dalam menunaikan tugas kita pedomani 3 jangan : 
4. 8. 1. Jangan terlambat atau menunda pekerjaan 
4. 8. 2. Jangan membuat kesalahan  
4. 8. 3. Jangan menerima apalagi meminta atau mengambil sesuatu 
yang bukan  haknya. 
4. 9. Kita laksanakan semua tugas dengan baik secara profesional 
supaya Bank BTN maju, berkembang, solid, dan sehat, sehingga 
kesejahteraan pegawai dan keluarga meningkat. 
5. Etika Perorangan 
Etika perorangan pegawai Bank BTN adalah sebagai berikut : 
5.1. Patuh dan taat pada ketentuan perundang-undangan dan peraturan 
yang berlaku. 
5.2. Melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang 
bertalian dengan kegiatan Bank BTN. 
5.3. Menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat. 
5.4. Tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kegiatan pribadi. 
5.5. Menghindarkan diri dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan 
dalam hal terdapat pertentangan. 
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5.6. Menjaga kerahasiaan nasabah dan Bank BTN. 
5.7. Memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan 
yang diterapkan Bank BTN terhadap keadaan ekonomi, sosial, dan 
lingkungannya. 
5.8. Tidak menerima hadiah atau imbalan yang memperkaya diri 
pribadi maupun keluarganya. 



















6. Segitiga Iman 
Bekerja di Bank BTN adalah bagian dari ibadah, dengan berakal : 
Gambar 1.1   













sumber : Kantor Bank BTN Cabang Kediri, 2010 
7. Logo Bank BTN  
 Gambar 1.2  













































8. Produk PT. Bank Tabungan Negara (Persero)  
8. 1. Produk Dana 
Adapun produk dana pada Bank BTN antara lain: 
Tabungan Batara, Tabungan e- Batara Pos, Tabungan Haji 
Nawaitu, Tabungan Batara Prima, Sertifikat Deposito, Giro, dan 
Deposito Berjangka 
8. 2. Produk Jasa dan Layanan 
Bank BTN memiliki beberapa produk jasa dan layanan, 
yakni: ATM Batara, Kiriman Uang, Inkaso, Money Changer, Inkaso 
Luar Negeri (Collection), Save Deposit Box, Bank Garansi, RTGS 
(Real Time Gross Settlement), Penerimaan Biaya Perjalanan Ibadah 
Haji (BPIH), SMS Banking, Penerimaan Pembayaran tagihan 
Telkom, PLN, HP, dan isi ulang HP, Penerimaan Pembayaran Pajak, 
Pembayaran Biaya Pendidikan 
8. 3. Produk Kredit 
Dalam melayani nasabahnya, Bank BTN menyediakan 
beberapa produk kredit, antara lain: Kredit Griya Utama, KPR 
Platinum, Kredit Pemilikan Ruko (KP Ruko), Kredit Griya Multi, 
Kredit Swa Griya, Kredit Swadana, Kredit Perumahan Perusahaan 
(KPP), Real Cash, Kredit Ringan Batara (KRB), Kredit Usaha 
Mikro dan Kecil (KUMK), Kredit Yasa Griya, Kredit Pendukung 
Perumahan, Kredit Modal Kerja Kontraktor, dan Kredit Investasi. 
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9. Struktur Organisasi  
STRUKTUR ORGANISASI BTN CABANG KEDIRI Per 15 Maret 2010 
Gambar 1.3 
















































































10. Job Description 
Struktur organisasi perusahaan merupakan kerangka dasar yang 
mempersatukan bagian-bagian yang ada dalam suatu perusahaan sehingga 
dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan 
adanya struktur organisasi yang baik akan memudahkan bagi pimpinan 
maupun karyawan untuk mengetahui batas-batas tugas, wewenang, dan 
tanggung jawabnya.  
Berdasarkan magang kerja pada perusahaan, dapat diuraikan susunan 
organisasi masing-masing bagian pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) 
Cabang Kediri Jl. Diponegoro No. 22 – 24 Kediri sebagai berikut : 
a) Sub Branch Manager (Kepala Cabang) 
Kepala Cabang memiliki ikhtisar pekerjaan yang terdiri dari : 
a. Melaksanakan fungsi dan aktivitas teller service 
b. Melaksanakan fungsi dan aktivitas customer service 
c. Melaksanakan fungsi dan aktivitas loan service 
d. Melaksanakan fungsi dan aktivitas operation 
e. Melaksanakan aktivitas Loan Recovery yang ditempatkan 
f. Melaksanakan aktivitas Selling Officer yang ditempatkan 






Sedangkan tanggung jawab dari seorang kepala cabang adalah sebagai 
berikut: 
a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang 
menyangkut operasional bank baik ketentuan intern dan ekstern. 
b. Bertanggung jawab atas seluruh aktivitas operasional dan administrasi 
di Kancab. 
c. Bertanggung jawab atas Open dan Close Branch. 
d. Bertanggung jawab atas seluruh aktivitas operasional Front Office dan 
Back Office Kancab. 
e. Bertanggung jawab atas seluruh aktivitas yang menyangkut MTSI di 
Kancab. 
f. Bertanggung jawab untuk melaksanakan Penerapan prinsip mengenal 
Nasabah di Kantor Cabang. 
g. Bertanggung jawab atas terjaganya likuiditas harian sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 
h. Bertanggung jawab atas target dana dan kredit yang diberikan oleh 
Kantor Cabang. 
i. Bertanggung jawab terhadap aktivitas kerja petugas Loan Recovery 
dan Selling Officer yang ditempatkan. 
j. Bertanggung jawab atas administrasi kas besar dan fisik uang di 
Kancab, 
k. Bertanggung jawab terhadap penmbinaan, pengembangan, dan 
penilaian pegawai di Kancab. 
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b) Operation (Operasional) 
Bagian operasional memiliki ikhtisar pekerjaan yang terdiri dari: 
a. Melakukan supervisi  terhadap kelengkapan data dari teller 
b. Melakukan fungsi Logistik 
c. Melakukan fungsi Proses Transaksi 
d. Melakukan supervisi terhadap Back Office. 
e. Melakukan fungsi ATM. 
f. Melakukan fungsi administrasi. 
Sedangkan tanggung jawab dari Operasional terdiri dari : 
a. Bertanggung jawab atas proses pelaksanaan administrasi harian. 
b. Bertanggung jawab atas pencetakan pelaporan harian. 
c. Bertanggung jawab atas kecukupan kas ATM dan berita acara 
pengisian kas ATM. 
d. Bertanggung jawab atas proses penjurnalan GL. 
e. Bertanggung jawab atas kebutuhan peralatan pendukung di Front 
office dan Back office. 
c) Retail Service (Layanan Retail) 
Retail Service mempunyai ikhtisar pekerjaan yang terdiri dari : 
a. Melaksanakan fungsi dan aktivitas Teller Service. 
b. Melaksanakan fungsi dan aktivitas Customer Service. 
c. Melaksanakan fungsi dan aktivitas Operation. 
Sedangkan tanggung jawab dari Layanan retail adalah sebagai berikut : 
a. Bertanggung jawab atas seluruh aktivitas operasional Front office. 
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b. Bertanggung jawab untuk melaksanakan penerapan prinsip mengenal 
nasabah. 
c. Bertanggung jawab atas terjaganya likuiditas harian di Kancab sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 
d. Bertanggung jawab atas administrasi kas besar dan fisik uang . 
e. Bertanggung jawab terhadap penmbinaan, pengembangan, dan 
penilaian pegawai di Kancab. 
d) Selling (Penjualan) 
Tanggung jawab dari bagian enjualan adalah sebagai berikut : 
a. Pencapaian target dana, kredit dan feebase. 
b. Penggunaan anggaran promosi dalam rangka pencapaian target dana, 
kredit, dan fee base income. 
c. Pembuatan target dana, kredit, dan fee base income. 
d. Bertanggung jawab untuk melaksanakan penerapan prinsip mengenal 
nasabah. 
e) Loan Recovery (Pembinaan dan Penyelamatan Kredit) 
Bagian Loan Recovery memiliki ikhtisar pekerjaan sebagai berikut : 
a. Memastikan peningkatan nilai kualitas aktiva produktiv cabang. 
b. Menekan kredit yang bermasalah menjadi sekecil mungkin. 
c. Memastikan bahwa Bank bebas dari masalah hukum yang merugikan. 
d. Mewakili BTN dalam acara resmi bila Kepala Cabang tidak ada di 




f) Teller Service (Layanan Teller) 
Bagian Layanan Service mempunyai ikhtisar pekerjaan melakukan fungsi 
pelayanan transaksi loket tunai dan non tunai. 
a. Sedangkan tanggung jawab Layanan Service yaitu sebagai berikut : 
b. Bertanggung jawab atas penerimaan kas awal hari. 
c. Bertanggung jawab atas penyerahan kas akhir hari. 
d. Bertanggung jawab atas transaksi tunai dan non tunai nasabah melalui 
loket. 
e. Bertanggung jawab atas akurasi dan kelengkapan entry data transaksi 
tunai dan non tunsi melalui loket. 
f. Bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi prinsip mengenal 
nasabah. 
g. Bertanggung jawab atas kesesuaian antara fisik uang, bukti dasar 
transaksi, dan hasil entry transaksi. 
h. Bertanggung jawab atas terbebasnya kas dari uang palsu tau tidak sah. 
i. Bertanggung jawab atas pencetakan laporan transaksi harian. 
j. Bertanggung jawab atas penyortiran uang. 
g) Customer Service (Layanan Nasabah) 
Bagian Layanan Nasabah memiliki tanggung jawab sebagai berikut : 
a. Bertanggung jawab atas pelayanan terhadap nasabah baik yang datang,  
melalui telepon atau surat. 
b. Bertanggung jawab atas akurasi dan kelengkapan data master statis 
seluruh aplikasi loket. 
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c. Bertanggung jawab atas pelayanan permohonan blokir dan pembukaan 
blokir. 
d. Bertanggung jawab terhadap penerapan prinsip mengenal nasabah. 
e. Bertanggung jawab atas pemeliharaan rate khusus. 
f. Bertanggung jawab atas pelaksanaan pengkinian data CIF. 
g. Bertanggung jawab atas dilakasanakannya proses scanner tanda tangan 
giran. 
h. Bertanggung jawab atas pelaksanaan sekuruh aplikasi pembukaan 
rekening. 
i. Bertanggung jawab atas pembinaan nasabah prima. 
j. Bertanggung jawab atas pembukaan ATM baru. 
k. Bertanggung jawab atas updating rate counter. 
l. Bertanggung jawab atas monitoring kecukupan brosur. 
m. Bertanggung jawab atas pemeliharaan aplikasi deposan. 
n. Bertanggung jawab atas maintenance kode BI di sistem SIBS. 
h) Loan Service (Layanan Kredit) 
Bagian Layanan Kredit memiliki ikhtisar pekerjaan sebagai berikut : 
a. Memastikan adanya efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan. 
b. Memastikan bahwa semua nasabah memperoleh pelayanan dengan 
kualitas pelayanan yang prima mulai dari permohonan kredit sampai 
dengan akad kredit. 
c. Memastikan bahwa emua prosedur dijalankan dengan benar. 
d. Melakukan penjualan produk Bank 
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i) BRCO (Branch Risk Control Officer) 
Bagian Pengawasan aktif pengelolaan risiko memiliki ikhtisar pekerjaan 
sebagai berikut : 
a. Memberikan second opinion pada kantor pusat tentang penyaluran 
kredit di Kancab. 
b. Menganalisis penyaluran kredit di Kancab. 
 
B. LAPORAN MAGANG KERJA 
Kegiatan magang kerja mahasiswa yang telah dilakukan pada sebuah 
Badan Usaha Milik Negar yakni PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang 
Kediri Jl. Diponegoro No. 22 – 24 Kediri, selama 1 (satu), bulan terhitung dari 
tanggal 15 Februari sampai 15 Maret 2010 ini telah menghasilkan sebuah 
laporan.  
Pada laporan magang kerja ini dapat diketahui bahwa mahasiswa telah 
melakukan beberapa kegiatan yang mendukung proses pembelajaran untuk 
memasuki dunia kerja, khususnya mengenai penyaluran kredit pada Bank BTN 
Cabang Kediri. Dengan demikian laporan magang mahasiswa disajikan dalam 
tabel aktivitas magang kerja berikut ini : 
Tabel 1.1 
Aktivitas Magang 
No Tanggal Kegiatan 
1 16 Februari Pengarahaan Magang  oleh pembimbing magang Bank 
BTN Kantor Cabang Kediri. 
2 17 - 19 Februari Produk Dana:Penjelasan tentang tabungan, giro, dan 
deposito serta pengarsipan sesuai dengan katalog. 
3 22 - 24 Februari Akunting :Penjelasan tentang inventarisasi peralatan dan 
perlengkapan kantor dan pembuatan rekapitulasinya. 
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4 25 Februari –    
 3 Maret 
Kredit:Penjelasan tentang produk kredit secara umum 
5 4 - 5 Maret KPR:Penjelasan tentang persyaratan pengajuan KPR dan 
bunganya. 
6 8 - 10 Maret Putusan kredit:Penjelasan tentang proses pemberian 
putusan kredit oleh pejabat kredit. 
7 11 - 13 Maret Dokumentasi kredit:Penjelasan tentang data-data debitur 
kredit serta pengarsipan dan pelabelan dokumen kredit. 
8 14 Maret Konfirmasi data magang yang belum lengkap 
9 15 Maret Konfirmasi data magang yang belum lengkap, 
pengarahan, dan perpisahan. 
 
Sesuai dengan kegiatan magang kerja yang dilakukan penulis pada 
Bank BTN Cabang Kediri tersebut telah diperoleh bebrapa informasi dan data 
yang mendukung penyusunan tugas akhir, antara lain: 
a. Gambaran umum perusahaan. 
b. Struktur Organisasi serta tanggung jawab masing-masing bagian. 













C. PEMBAHASAN MASALAH 
1. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian 
PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Kediri, dalam 
penyaluran KPR Subsidinya,  sangat memperhatikan calon nasabahnya 
dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Penerapan kehati-hatian ini 
tercermin dalam beberapa proses prakarsa kredit, diantaranya adalah saat 
dilakukannya wawancara oleh analis kredit pada calon nasabah.  
Hal ini dilakukan selain untuk mengetahui karakter calon nasabah 
juga untuk mengetahui kecukupan penghasilan calon nasabah dalam 
meng-cover kreditnya dan hal yang perlu diperhatikan lagi adalah apabila 
membeli rumah dari perorangan, pastikan bahwa sertifikat yang ada tidak 
bermasalah dan ada IMB sesuai dengan kondisi bangunan yang ada, kenali 
reputasi penjual (perorangan atau developer), serta jangan melakukan 
transaksi jual beli di bawah tangan, artinya apabila rumah yang akan dibeli 
masih dalam status dijaminkan di bank, maka lakukanlah pengalihan 
kredit pada Bank yang bersangkutan dan dibuat akte jual beli di hadapan 
notaris (www.bi.go.id).  
Jangan sekali-kali melakukan transaksi pengalihan kredit “di-
bawah tangan”, artinya atas dasar kepercayaan saja dan tanda buktinya 
hanya berupa kwitansi biasa, karena bank tidak mengakui transaksi yang 
seperti ini.bila membeli rumah dari Developer, pastikan bahwa Developer 
dimaksud telah mempunyai ijin-ijin, antara lain : 
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a. Ijin Peruntukan Tanah : Ijin Lokasi, Aspek Penata-gunaan lahan, 
Site Plan yang telah disahkan, dsb. 
b. Prasarana sudah tersedia 
c. Kondisi tanah matang 
d. Sertifikat tanah minimal SHGB atau HGB Induk atas nama 
developer 
e. IMB Induk 
Penerapan prinsip kehati-hatian pada pemberian KPR Subsidi yang 
dilakukan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Kediri ini 
dilakukan juga untuk mengurangi jumlah kredit macet karena kegagalan 
pelunasan kredit.  
 Bulan Februari 2010 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang 
Kediri telah melakukan realisasi pada 42 (empat puluh dua) nasabah dari 
total 47 (empat puluh tujuh) nasabah yang mengajukan kredit KPR Subsidi 
yang telah memenuhi persyaratan untuk mengajukan kredit KPR Subsidi 
(data terlampir). 
 Menurut data tersebut dan jumlah calon nasabah yang mengajukan 
permohonan kredit KPR Subsidi dapat diketahui bahwa ada 5 (lima) orang 
yang tidak terrealisasi permohonan kreditnya, menurut Bapak Shokib, 
analis kredit  di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Kediri hal 
ini terjadi karena penghasilan calon nasabah tidak dapat meng-cover 
angsuran kredit yang diajukannya dan beberapa lainnya gagal karena 
masuk dalam daftar hitam Bank Indonesia yang dapat diketahui dari 
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Sistem Informasi Debitur (SID). Jadi pentingnya penerapan prinsip kehati-
hatian ini adalah untuk meminimalkan risiko kredit macet karena gagal 
bayar dari nasabah. 
Konsistensi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Kediri 
dalam mengimplementasikan prinsip kehati-hatian telah dilakukan dengan 
baik, namun demikian untuk lebih meningkatkan mutu pelayanannya, PT. 
Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Kediri perlu mengevaluasi 
kinerjanya, baik dari keunggulan dan kelemhannya supaya dapat 
meningkatkan prestasi kerjanya sesuai dengan visinya yakni menjadi bank 
yang terkemuka dalam pembiayaan perumahan dan mengutamakan 
kepuasan nasabah. Adapun keunggulan dan kelemahannya antara lain: 
Keunggulan : 
1. Tempat tinggal merupakan kebutuhan pokok setiap orang, dengan 
kebutuhan perumahan yang besar, maka hal ini merupakan prospek 
yang menjanjikan. 
2. Semakin banyak kredit yang disalurkan bank berarti akan terjadi 
peningkatan pembangunan diberbagai sektor, hal ini akan 
meningkatkan penerimaan pajak bagi pemerintah, dengan demikian 
pemerintah dapat membuka kesempatan kerja serta meningkatkan 
jumlah barang dan jasa.  
3. Sesuai dengan visinya, yakni untuk mengutamakan kepuasan nasabah 




3. 1. Jatuh tempo 15 tahun adalah waktu yang cukup untuk 
melakukan pelunasan pembayaran. 
3. 2. Suku bunga yang bersaing, menjadi daya tarik tersendiri bagi 
calon nasabahnya. 
4. Debitur yang terlambat melakukan pembayaran akan dikenakan denda 
yang ditetapkan oleh PT. Bank Tabungan Negara sehingga arus 
pembayaran kredit menjadi lebih lancar. 
Kelemahan: 
1. Kurang profesionalnya Developer membuat beberapa 
dokumen kredit bermasalah. 
2. Ketidak teraturan nasabah dalam mengangsur kreditnya 
membuat terhambat proses penyelesaian kredit. 
3. Kenaikan harga bahan bangunan memicu naiknya harga 
perumahan, sehingga kemungkinan dikuranginya penyaluran KPR 
Subsidi menjadi lebih besar. 
2. Proses Penerapan Prinsip Kehati-Hatian 
Manajemen perkreditan suatu bank merupakan aspek penting untuk 
mengelola penyaluran kredit dari bank pada debitur. Setiap tahapan proses 
penyaluran kredit harus dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-
hatian. Dalam prinsip kehati-hatian terdapat kebijakan pokok perkreditan 
yang proses  implementasinya dapat mengurangi risiko penyaluran kredit.  
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Penerapan prinsip kehati-hatian dalam melakukan putusan kredit 
KPR Subsidi di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Kediri 
dilakukan dalam serangkaian tahap, antara lain:  
a. Prakarsa dan permohonan kredit 
Penerimaan permohonan kredit yang dilakukan secara tertulis dan 
menggunakan format yang telah ditentukan oleh bank yang memuat 
informasi lengkap mengenai kondisi calon nasabah termasuk riwayat 
kreditnya pada bank lain, informasi tersebut antara lain:  
1. Semua pemohon: 
1. 1. KTP suami dan atau istri (bila sudah menikah) 
1. 2. Kartu Keluarga 
1. 3. Keterangan penghasilan atau slip gaji. 
1. 4. Laporan keuangan (untuk wiraswasta) 
1. 5. Foto kopi sertifikat induk dan atau pecahan (bila 
membelinya dari developer) 
1. 6. Foto kopi sertifikat (bila jual beli perorangan) 
1. 7. Foto kopi IMB 
2. Pemohon berpenghasilan tetap: 
2. 1. Surat keterangan dari instansi atau perusahaan yang 
bersangkutan yang menerangkan bahwa calon pemohon 
kredit belum pernah mendapatkan fasilitas kredit Bank 
Tabungan Negara. 
2. 2. Slip gaji terakhir atau surat keterangan gaji. 
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2. 3. Foto copy Surat Keputusan (NIP/NRP) 
3. Pemohon berpenghasilan tidak tetap: 
3. 1. Surat keterangan dari lurah 
3. 2. Surat keterangan rincian penghasilan 
Setelah formulir diisi oleh pemohon formulir tersebut diserahkan 
kepada petugas loan service beserta data-data yang diperlukan untuk 
diperiksa mengenai kelengkapannya. Apabila persyaratan tersebut 
telah dipenuhi, maka petugas loan service akan mencatat atau 
meregister data pemohon ke dalam File Informasi Pemohon (FIP). 
Selanjutnya petugas mencetak slip skedul wawancara sebanyak 2 (dua) 
rangkap, yaitu: 
1. Lembar 1 (satu) diserahkan kepada pemohon untuk dibawa 
pada saat akan wawancara. 
2. Lembar 2 (dua) diserahkan kepada petugas wawancara beserta 
map berkas permohonan. 
 
b. Analisis kredit 
PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Kediri melalui analis 
kreditnya melakukan wawancara terhadap calon nasabah pada tahap 
analisis kredit, hal ini betujuan untuk mengetahui karakter dan 
penghasilan calon nasabah, karena dalam KPR Subsidi hanya 
disediakan bagi calon nasabah yang benar-benar belum memiliki 
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rumah maka yang menjadi jaminannya adalah penghasilan calon 
nasabah. 
Setelah wawancara selesai dilakuakn, petugas wawancara akan 
memberikan tanda pengesahan pada slip jadwal wawancara sebanyak 2 
(dua) lembar yang menjelaskan bahwa kegiatan wawancara telah 
dilaksanakan. 
Selanjutnya petugas wawancara akan melakukan analisa kredit 
terhadap hasil wawancara. Tujuan utama dari analisis permohonan 
kredit adalah untuk memperoleh keyakinan bahwa calon debitur 
mempunyai kemampuan utnuk memenuhi kewajibannya kepada bank 
secara teratur, baik pembayaran pokok maupun bunganya sesuai 
dengan ketentuan yang telah disepakati.  
Tahap ini juga mengemukakan penghitungan angsuran bagi calon 
nasabah. Kredit KPR Non Subsidi. PT. Bank Tabungan Negara 
(Persero) memiliki 3 (tiga) metode penghitungan suku bunga untuk 
menghitung angsuran bagi nasabah, yaitu:  
1) Flat  
2) Efektif 
3) Anuitas Tahunan dan Bulanan 
Data penerima realisasi KPR Subsidi menjelaskan tentang 
besarnya masing-masing kredit yang diterima nasabah, hal ini dapat 




1) Flat  
Bunga Flat adalah sistem perhitungan suku bunga yang 
besarannya mengacu pada pokok hutang awal. Biasanya 
diterapkan untuk kredit barang konsumsi seperti handphone, 
home appliances, mobil atau kredit tanpa agunan (KTA). 
Dengan menggunakan sistem bunga flat ini maka porsi bunga 
dan pokok dalam angsuran bulanan akan tetap sama. Misalnya 
besarnya angsuran adalah satu juta rupiah dengan komposisi 
porsi pokok 750 ribu dan bunga 250 ribu. Maka, sejak angsuran 
pertama hingga terakhir porsinya akan tetap sama. Cara 
menghitung besarnya angsuran dengan menggunakan sistem 
bunga flat ini sebenarnya cukup sederhana, yakni: 
total Bunga = P x I x N 
bunga perbulan = total bunga / B 
besar angsuran = (P + total bunga) / B 
P : Pokok kredit 
I : Suku bunga per tahun 
N : Jangka waktu kredit dalam satuan tahun 
B  :iJangka waktu kredit dalam satuan bulan 
atau 
 
A  : Angsuran per bulan  
r  : Bunga per tahun  
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n  : Jangka waktu (tahun) 
Cr  : Kredit / Plafond 
Misalnya, jika kita hendak membeli rumah seharga 
Rp49.000.000,00 maka: 
a. Harga rumah itu Rp 49.000.000,00  
b. Ambil contoh saja bunganya 7% flat per tahun 
d. Tenor pinjaman 15 tahun 
angsuran per bulannya menjadi: 
= (49 juta + (49 juta X 7% X 15))/180 bulan 
= Rp 100.450.000, 00 / 180 bulan 
= Rp 558.055,5556 
Angsuran sebesar Rp 558.055,5556 itu terdapat porsi pokok 
sebesar Rp 285.233,33 dan bunga sebesar Rp 272.222,22. 
Jadi  jika kita hendak melakukan early repayment atau 
pelunasan awal, tinggal dihitung saja, kita sudah berapa kali 
kita membayar angsuran dan dikalikan jumlah porsi pokok 
hutang itu. 
2) Efektif 
Sistem bunga efektif adalah kebalikan dari sistem bunga 
flat, yaitu porsi bunga dihitung berdasarkan pokok hutang 
tersisa. Sehingga porsi bunga dan pokok dalam angsuran setiap 
bulan akan berbeda, meski besaran angsuran per bulannya tetap 
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sama. Sistem bunga efektif ini biasanya diterapkan untuk 
pinjaman jangka panjang semisal KPR atau kredit investasi. 
Sistem bunga efektif memiliki porsi bunga di masa-masa 
awal kredit akan sangat besar di salam angsuran perbulannya, 
sehingga pokok hutang akan sangat sedikit berkurang. Jika kita 
hendak melakukan pelunasan awal maka jumlah pokok hutang 
akan masih sangat besar meski kita merasa telah membayar 
angsuran yang jika ditotal jumlahnya cukup besar.  
Jika dibandingkan kedua sistem bunga itu, maka masing-
masing memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan sistem 
bunga flat adalah jika kita hendak melakukan pelunasan awal, 
maka porsi pokok hutang yang berkurang cukup sebanding 
dengan jumlah uang yang telah kita angsur. Namun 
kelemahannya, bunga itu cukup besar karena dihitung dari 
pokok hutang awal. 
Sistem bunga efektif akan lebih berguna untuk pinjaman 
jangka panjang yang tidak buru-buru dilunasi di tengah jalan, 
karena jika kita membandingkan nominal bunga yang kita 
bayarkan, jauh lebih kecil dari sistem bunga flat.  







A  : Angsuran per bulan  
r  : Bunga per tahun  
n  : Jangka waktu (tahun) 
Cr  : Kredit / Plafond 
Misalnya, jika kita hendak membeli rumah seharga 
Rp49.000.000,00 maka: 
a. Harga rumah itu Rp 49.000.000,00  
b. Ambil contoh saja bunganya 7% per tahun 
d. Tenor pinjaman 15 tahun 
angsuran per bulannya menjadi: 
 
= 1,54 x Rp 285.833,33 
= Rp 440.425, 85 
Jadi, angsuran sebesar Rp 440.425, 85 itu terdapat porsi 
pokok sebesar Rp 154.592, 52 dan bunga sebesar 
Rp285.233,33. 
3) Anuitas Tahunan dan Bulanan 
Anuitas adalah rangkaian pembayaran tetap yang dilakukan 
secara berkala pada jangka waktu tertentu. Anuitas merupakan 
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suku bunga floating, artinya bunga dapat berubah sewaktu-
waktu tergantung kondisi pasar.  




A  : Angsuran per bulan  
r  : Bunga per tahun  
n  : Jangka waktu (tahun) 
Cr  : Kredit / Plafond 
Misalnya, jika kita hendak membeli rumah seharga 
Rp49.000.000,00 maka: 
a. Harga rumah itu Rp 49.000.000,00  
b. Ambil contoh saja bunganya 7% per tahun 
d. Tenor pinjaman 15 tahun 
angsuran per bulannya menjadi: 
 
 = 1,57 x Rp 285. 833, 33 
 = Rp 448. 328, 05 
Jadi, angsuran sebesar Rp 448. 328, 05 itu terdapat porsi 
pokok sebesar Rp 162. 494, 72 dan bunga sebesar 
Rp285.233,33. 
Sumber: Bank BTN Cabang Kediri, 2010  
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KPR  Subsidi juga memiliki penjelasan tentang suku bunga guna 
mengetahui jumlah angsuran, tingkat suku bunga dan jatuh temponya. Hal 
ini bisa dilihat dalam tabel berikut:  
Tabel 1.2 
PENJELASAN SUKU BUNGA KREDIT KPR SUBSIDI SSB-PERMEN 
2008 BANK BTN KC. KEDIRI 
 
Tahun ke- Suku Bunga Mulai berlaku 
1 7 22 Februari  2010 
2 7 22 Februari  2011 
3 7 22 Februari  2012 
4 10.5 22 Februari  2013 
5 11.75 22 Februari  2014 
6 11.75 22 Februari  2015 
7 @ 22 Februari  20016 
 
sumber: Bank BTN Cabang Kediri, 2010 
Keterangan: 
@ : Suku bunga pasar yang berlaku saat itu 
1. Pembayaran ke -2 mulai dilakukan pada bulan April 2010, 
dibayarkan ke Bank BTN selambat-lambatnnya tanggal 07 di awal  
bulan. 
2. Keterlambatan angsuran dikenakan denda 1.5 % . 
3. Setelah tahun ke 2 debitur bisa mengajukan PEMBAYARAN 
EXSTRA (Pembayaran untuk mengurangi Pokok Kredit) dengan 
syarat minimal melakukan pembayaran 5 kali angsuran, dengan 




a. Mengurangi ANGSURAN, Jangka waktu TETAP 
b. Mengurangi JANGKA WAKTU, Angsuran TETAP. 
4. Setelah kredit berjalan minimal 1 tahun, debitur dapat mengajukan 
KREDIT GRIYA MULTI KOMPENSASI, dengan menutup 
kredit lama dengan pencairan kredit baru. Dengan syarat 
pembayaran kredit sebelumnya LANCAR tanpa tunggakan. 
Setelah semua persyaratan telah dipenuhi oleh calon nasabah, maka 
nasabah yang belum memiliki rekening di Bank BTN diwajibkan 
untuk membuka rekening sebagai salah satu persyaratan untuk 
mengambil kredit KPR Subsidi. 
 
c. Negosiasi kredit 
Kemudian setelah semua persyartan yang harus dipenuhi calon 
nasabah telah lengkap maka analis kredit mengeluarkan DUP (Data 
Usulan Pemohon). Apabila DUP telah selesai dibuat maka tahap 
selanjutnya adalah Rakomdit (Rapat Komite Kredit). 
Rakomdit dihadiri oleh pimpinan cabang, kepala unit kredit, serta 
kepala seksi lainnya dan dipimpin langsung oleh loan service. Rapat 
ini bertujuan mendapatkan keputusan yang baik apakah  kredit yang 
diajukan pada calon debitur akan disetujui atau ditolak. Setelah 
Rakomdit selesai, maka peserta Rakomdit akan membubuhkan 
tandatangan pada DUP, petugas loan administration akan memisahkan 
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berkas permohonan kredit yang disetujui atau ditolak berdasarkan 
DUP. 
Sehingga  organisasi perkreditan suatu bank dalam pemberian 
kreditnya bagi debitur, wajib mematuhi kebijaksanaan perkreditan 
yang telah dibuat secara konsekuen dan konsisten sehingga pemberian 
kredit dapat berjalan baik dan menguntungkan bagi pihak- pihak yang 
terkait di dalamnya. 
Kerja keras yang dilakukan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) 
Cabang Kediri untuk menerapkan prinsip kehati-hatian tercermin pada 
tahapan pemberian putusan kredit diatas. Guna meningkatkan kinerja 
yang berdasar atas prinsip kehati-hatian bank tersebut maka diperlukan 
evaluasi yang terdiri dari keunggulan dan kelemahan, yaitu: 
Keunggulan : 
1. Terdapat pedoman pelaksanaan pemberian putusan kredit yang 
memuat prosedur-prosedur dan ketentuan yang berlaku. 
2. Adanya formulir dan dokumen yang memadai dan dibuat pada saat 
terjadinya transaksi dan disusun sedemikian rupa sehingga 
mendorong persiapan secara tepat serta menghindari kesalahan 
yang mungkin terjadi. 
3. Adanya pengamanan fisik atas dokumen-dokumen yang penting 






1. Kurangnya pegawai dibagian dokumentasi kredit membuat 
beberapa pengerjaan dokumen kredit tertunda. 
2. Ruang kerja bagian operasional dan bagian dokumentasi kredit 




















Dari hasil pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa:  
1. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Kediri sudah melakukan 
pembagian tugas yang memadai disertai dengan job description yang 
jelas, yang dapat dilihat dalam struktur organisasi pada Bab III, hal ini 
sangat mendukung pegawainya dalam melakukan pelayanan pada 
nasabah. 
2. Sesuai dengan visinya, yakni untuk mengutamakan kepuasan nasabah 
maka PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Kediri 
menawarkan KPR Subsidi yang memiliki keunggulan: 
a. Jatuh tempo 15 tahun adalah waktu yang cukup untuk melakukan 
pelunasan. 
b. Suku bunga yang bersaing, menjadi daya tarik tersendiri bagi calon 
nasabahnya. 
c. Maksimal kredit adalah 80% dari Taksasi Bank. 
3. Prosedur putusan kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Tabungan 
Negara (Persero) Cabang Kediri telah dilakukan sesuai dengan prinsip 
kehati-hatian untuk menghindari risiko kredit macet akibat gagal bayar 
dan hal ini sangat didukung oleh prinsip know your customer, 
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informasi tentang kondisi rumah yang akan akan dibeli, bahkan 
reputasi penjual (developer).  
4. Penerapan prinsip kehati-hatian terhadap pengambilan putusan kredit 
di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) tercermin dalam beberapa 
tahap, antara lain: 
a. Prakarsa dan permohonan kredit. 
b. Analisis kredit. 
c. Negosiasi kredit. 
 
B. SARAN 
1. Diharapkan perusahaan dapat mempertahankan penerapan prinsip 
kehati-hatian yang didukung dengan kompleksitas informasi 
pendukung yang diyakini dapat mengurangi risiko kredit macet. 
2. Perusahaan dapat menentukan putusan kredit dengan penarapan prinsip 
kehatia-hatian yang tercermin dalam beberapa tahap sehingga 
dihasilkan debitur yang layak untuk diberikan kredit. 
3. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Kediri dapat bekerja 
sama dengan developer dalam penyediaan brosur perumahan bagi 
calon debitur, sehingga calon debitur memperoleh informasi tentang 
perumahan yang akan dibelinya dengan menggunakan fasilitas KPR 
Subsidi dengan lebih lengkap dan jelas, baik mengenai profil 
developer, proyek perumahan, harga, cara membeli dengan fasilitas 
kredit yang disediakan bank, serta informasi lain yang lebih rinci, 
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supaya nasabah tidak salah dalam memilih developer maupun membeli 
rumah, sehingga dapat mengurangi risiko kredit macet karena salah 
memilih developer. 
4. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Kediri sudah berjalan 
dengan baik, tetapi dalam pelaksanaan kegiatan terkadang masih 
kurang maksimal, hal ini disebabkan oleh  kurangnya karyawan Bank 
BTN Cabang Kediri sehingga kurangnya proses pembimbingan bagi 
mahasiswa magang, maka dari itu koordinasi dalam pembimbingan 
magang mahasiswa untuk kedepannya hendaknya lebih terkoorinir 
dengan baik, sehingga perusahaan dapat memperoleh manfaat dari 
adanya kegiatan magang kerja tersebut dan bagi mahasiswa dapat 
memperoleh pengalaman kerja sesuai dengan standart perusahaan. 
5.  Proses penyusunan Tugas Akhir sangat membutuhkan literatur yang 
memadai. Penulis merasa sangat kesulitan untuk mendapatkan sumber 
pustaka dari perpustakaan di kampus, karena sangat minimnya sumber 
bacaan sehingga penulis harus banyak searching di internet yang 
belum tentu valid datanya. Disarankan baik untuk pengelola maupun 
fakultas supaya melengkapi koleksi literatur yang mendukung untuk 
bahan studi pustaka Program Studi Keuangan dan Perbankan, terlebih 
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